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1. PENDAHULUAN

HeJahatan sudah sejak lama tidak dapat dipisahkan darl kKehtrfupan
manusla, Kapan dan dimana pun setlap orang bisa saja menjad:
karban ataupun pelaku kefahatan. Apalagl dewasa int persalngan
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untuk mempercleh nafkah hidup semakin ketat, sehingga orang
dengan mudah mepgambil jalan pintas untul memenubd kebutuhan
hldupnya yang berakibat lembaga pemasyarakatan semakin penuh
dengan para pelaku kejahacan (Sulistla, 1993 : 533

Dalam hal penanganan kejahatan ini. alur proses perkara plitana
vang menvangkut dengan tindak pidapa umum, dimulai dengan
adanya pengaduan atzu laporan darl korban Kejabatan ataupun
aparat penegak hukum mengetahui sendirt bahwa diduga elah
terjadi suatu tindak pidana. Berdasarkan dugzan telab terjadl
tindak pldana itu, aparat penegak hukum yang pallng depan atau
pertama. kall yang menangani dan memprosesova adalab  aparat
kepolisian,

Tindakan aparal kepolisian pertama kali adalah - melakukan
penyelidikan dugaan telzh terjad] suatu tndzk pléana. Pasal L butir
5 UL Ne. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana |disinglkat
EUHAP) memberd defintsi penyelidikan sebagar seranghkzian tindakan
penyvelidik untuk mencarl dan menemukan suaty peristiwa Vang
diduga sebagai lindak pidana guna menentukan dapal atau Udaknoya
dilakukan penyidikzn menorui cara yang diatur dalam ondang-
undang inl. Sementara pengertian penvelidik dalam pasal 1 Dutir 4
EUHAF adalab prjabat polist nogara Bepublik [ndonesiz vang dibert
wewenang oleh undang-undang inl untulk melakukan penyvelidikan

Apablla herdasarkan tindakan penyeldikan terschur dimungkin-
ot dilakulian tUndakan penvidikan, maka peovidik akan melakukan
tindakan penyidikan. Fasal 1 butic 2 KUHAP memberikan delinls:
penvidikan schagal serangkatan findakan penyidik dalam hal dan
menurul cara yang diatur dalam undang-undang iof untulk mencari
serte: mengumpulkan  buktl-bukil agar membuar  terang tindak
pldana yang terjadi dan guna menemukan lersangkanya, Pengerllan
poovidik dalam pasal ] butle 1 KUHAP adalab pejabat pellst nogara
Republtk Indonesia atau pejabat pegawai negert sipdl lertentu yang
dibberi wewenang khusus oleb undang-undang untuk melzkukan
penyidikan.

Dilihat dart keteotuan bunyl pasal di atas, Undakan penyidikao
vang dilakukan penyidik merupakan tindakan untuk mengempul
kan bukt dan menemukan bersangkaoya. Tindakan Kepolislan
merupakan pemerikzaan pendabiluan eehadap dugaan telah lerjadi
sugtu Hndak pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN]
rekab mempredilksl masaloh 4i bidang hukum pidana berdosarkan
laporan Hasil Penghallan Bidang Hukum Pidana Tahun 19807 1961

dfengan memberikan kesimpulan sehagal berikut :

. perkembangan masyarakat mempunyad peogarub techadap |ents,
kuantitas dan kualltas kejahatan;
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2. dalam penangpulangan keraharan melatui perundang-undangarn
Fldana vang penting ndak harya menetapkan [reruaztan-
perbuatan vang perle dikriminalisasilkan dan  masalah per-
langgunganiawab dalam bukum pidana saja, akan tetapt perly
dipelajari dan ditetapkan realsd masyarakal dzlam  penang-
gulangan tersebut (RPHN, 1983 351,

Alur selanjutnya dalam perkara pidana adalah membuat Beroa
scara Pemeriksaan (BAP) oleh aparat kepolisian, BAT inl selarjurna
diserahkan kepada aparat kejzksaan varg akan membuat surat
dakwaan dan mellmpahkannva ke pengadilan. Setelah surar dalkwaar
dilimpahkan ke pengadilan, maka di depan sidang penpgadilan akan
dibuktikan dan digjl kebenaran matesiil dan formil atzs dugpzn
telzh terjadl tindale pidana tersebus.

Dapart dipahami, suatu perkara pidana sampai ke pengadilan
pertama kall bergantung kepada kemampuan aparal kepolisian
dalam memeriksa dan memproses dugaan celah terjadi suatu tndsk
Fldana.  Aparat kepolistan menduduki posisi paling depar dzalam
proses peradilan pldana. karena Ila pertama kall alan menindak.
anjuti  segala  pengaduanlzperan korban kejahatan ataupun
Zejahatan vang diketahui sendin nleh aparal kepalisian, Kepnlisian
bertugas menvaring apskah pengaduzn atsu laporan  terssbo
memang benar merupakan tindak pidana atau bukan, Karenz
ksaharan merupakan poia  perifaku membangkang  (deriam
Deliavior Yang menggangga Keamanan dan kelentraman masyaraks:
Coben, 1866 @ 1) Untuk menindaklanjutl pengaduan, laporan arz.
Weshatan  yang  telab  dikesalut,  akhirnva  akan  dikerah:
Froduktivicas aparat kepolisian dalam menangani perkara pidanz
pada wakiu tercentu,

Berdasarkan data krliminalias Hepelisian Daeral (Pelda) Sumbar
(207, di antara  sembilan kKepelisian resor Loires) yvang terdapat o
Sumatera Baral. Kepolisian Resor Kota |Polrests) Patlang dengan
wiavah hukum seluruk Hoamadva Dacrah Tingkat [1 Padang
merupakan dagrah yang paling tnggl tingkat kualitas dan koanticas
Kejahatan, Sebagal contoh wwhun 199671937 terjadi 1357 kacys
kejahatan forfme total! dan penvelesalan Kejahialan jorime clearanes
hariva 693 kasus, sehingga masil terdapa tunggakan G664 kasus
vang harus ditangant dan diselesalkan oleh aparat lepelistan dj
daerah Inl Sementara erime tofal tingkat kefahatan di Sumatera
Zarat pada tabun 1996/ 1897 mencapal 3.227 kasus dan erime
clearance hanya 1983 kasus (Polda Sumbar, 1957 1)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tunggakan perkara o
depolistan dalam ardl tdak hisa dilimpahkan ke Kejaksaan, kesa-
lakan bukan terletak di pundak pelis sajn, Masvarakat, klususnva



karban kejahatan punya andil melakukan kesalahan dengan sikap
dan informasl yang kurang mendukung aparat kepollsian untuk
menangkap dan mengungkapkan pelaku kelahatan  tersebut.
Misalnya tidak segera melaporkan kefabatan tersebnil pada pelisl,
ralut dengan pembalasan penjahat ataupun menghtlangkan alal-
alat buktl di temapat kejadian perkara (Sulistia, 1995 ; 78],

Penelitian (nl dilakukan untul mendapatkan gambaran leolang
produktivilas penanganan perkara pidana oleh aparal kepelisian
dalam rangka penegakan hulkum dl Kodya Dati 1T Padang, Karena
masalah Kejahatan di kota besar furban erimef akan selaluy mening-
kar darl waktu ke waktu Jilka dibandimgkan dengan kejahatan di
pedesaan  frural corimed, sesual dengan perkembangan kota dan
kehidupan sosial ekonoml masyarakat yang tdalk selalu sama dan
mudaly memicu kecemburuan sosial, Selain tou, penelitian dilakukan
untuk mengetabiul gambaran penegakan hukum yang dilakukan
aparal kepolisian Tolresta Padang secbagai zparal  lerdepan
hertanggungjawal terhadap keamanan dar ketertiban masyzrakat
eamribmas)

Berangkat dart uratan di atas, maka permasalaban dalam penelitian
ird adalah

1. bagaimanakah produktivitas penanganan perkara pldana yang
dapat disclesatkan dan diajukan ke kelaksaan oleh aparat
kepolisian Polresta Padang?;

2. apakah kendala yang dihadapl atau ditemukan oleh aparat
kepollsian dalam menanganl perkara pidana®.

2. TULUAN PENELITIAN

Tujuan Penelltlan ini dapat dikemukakan sebagai berikut -

1. untuk mengetahul produktivitas penanganan peckara pidana
vang dilakukan oleh aparat kepolistan di Polresta Padang:

2. untulk mengetahut kendala penanganan perkara pldana yang
dihadapl eleh aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum
di Kedya Datl 11 Padang.

. TINJAUAN PUSTAEKA

Hulkum hanya dapat berjalan dengan baik melalul manusia atau
aparat penegak hukum yang mempunyal perhatlan besar terbadap
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upava penegakan hukum. Hakikatnya manusia adalah menciptakan
dan melaksanakan hukum yang menjadi Kesepakatan hersama
untuk ditaati dan dilaksanakan sebatk-batknya (Rahardjo, 1980
701 Hukum akan menjadl baik jika manusia atau aparat penegak
Nukum betwl-betul  mentzacl aturan  hukum vang  berlalku
Schaltknya hukum tidak akan ada artinva, jika manusia atau
pelaksana hukiem la seodisl tidak patulh dengan aturan hukum
vang dibualnva.

Menurut Sverjono Sockanto, hukum berfungsi dengan haik
memerlukan keserasian dalam hubuogan empat fakoor berikn o ;

rkum arau peraturan itu sendirs;

mentalltas petugas yang menegakan hukum;

lasilitas vang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
kesadaran bukum, kepatuhan hukum dan pertlaku warga
masyarakat (Soekanto, 1283 15).
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Dalam U No, 8 Tahun 1981, alur penanganan perkara pidana
dimulal dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan melimpabkan
perdara pidana tersebut ke pengadilan dan berakhic di lembaga
pemasyarakatan, apabfla terdalwa dijatuhf pidana penjara oleh
hakim. Landasan kerja uniuk memeriksa dan mengadili perkara
bldana berdasarkan Crime Controd Mods! menputamakan ketepatan
dan kecepatan menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dalam
magyarakat, guna dapat mengendalikan kejahatan (Packer, 1969 .
114

Seak penyelidikan sampai penuntutan perkara harus dicapai
reberhasilan menjoring. tuduhan dengan menyajikan buktt dan
kesalahan tersangka. Menurut Bambang Poernomo, penyvelens.
garaan penecrapan hukum oacara pldapa tidak semata-mais
tergantung pada sislem dan asas yvang terkandung df dalamoya
melainkan juga ditentukan oleh kemampuan petugas memabami
secara kankret dan mengibuti hulium yvang potensial berkombang
sesial  dengan kehidupan masyaraiat yang  selalu dicasmis
(Foernomo, 1993 - GO

Sualu perkara pidana berawal dari Kemampuan aparat
kepalisian menerima, memproses dan menyelesatkan perkara pidana
vang masuk ke Kantor polisi untuk selanjutnya diteruskan ataupusn
tidak diterusltan ke kejaksaan dengan pelbagal pertimbangan,
sesual dengan kebijaksanaan aparat kepelisian [diskresi kepelisian]

Porkara vang masuk untuk diperiksa dan diproses oleh aparal
kepollsian sebapal perkara pidana diperoleh melalul (1) pengaduan
korban; {2) laporan korban. saksi atau masyarakal; (3) lertanghkap
tangan, atau {4) diketabul sendirl olch aparat kepolisian, Semua



data yang masuk merepakan perkara yang dapat direlam, diketahut
atau  dideteks! aparat RKepolisian.,  Perkara pidana yaop  Llidak
termasuk dalany kategor! i acas, maka perkara pidana o akan
lolos darl penanganan aparat lepolislan dan tidak masuk dalam
datz statistlk kejahatan vang diusutl.

Jumibsh perkazra pidana dalam stadstilk Eriminal aparat kepoli-
slan. belum mencerminkan jumiah kejahatan dalam masvarakal
yvang scbenarnyva.  Kejahatan wvang  [luput  darl  jangkauan
pengetahuan aparat kepolistan tdak masule dalam data stalistlk
kriminal yang dibuat oleh aparat kepollsian mengenzai jumlah,
frekuenst, penycharan pelako dan bentuk kejahatan vang terjadi
dalam masyvarakat pada waktu tertentu. Perthal lorban  tdak
melaporkan kejahatan terhadap dirinya kepada aparat kepolisian.
dalam penelitian Inl tidak dibahas atau difadilian bahan kajion

Pembahasan penetitlan 0l hanya pada data vang berhasi]
dibimpun aparat kepolisian dalam bentulk slatistik Kejabatan atau
kopversl sislemil pada Slstemlk Admunlstrasi Peradilan Pldana
Hepolisian. Statistih kejahatan merupakan gambaran tentang ak-
tivitas penegakan hukum dan bukan mencerminkan Kejahatan yang
ada dalam masyarakaf [Susanto, 19970 : 7hl

Membahas masalah penanganan perkara pidana oleh aparat
kepolisian berarti sekaligus membahas masalah penegakan buliam
vang dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurul Barda Nawawl Arief,
pencgakan hukum adalah keseloruhan kegiatan darl pelalisanaan
penegakan  hukum ke arah  begaknya hukum, keadilan  dan
::u_'rlsmjungan terchadap harkat dan martabat manusia, ketertihan,
ketentraman dan kepastlan hulwm sesual dengan UUD 1945 |Arlef,
[987T : 103}

Penegakan hukum. oleh aparat Kepolistan bherart] membalbias
masalah produktivitas penanganan perkara pidana.  Aparat kepoll-
slan memiliki perilako hukum yang baik, jika ditunjang dengan ¢

1. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hokom daw aware-
neEss)

2, pengetahuan  ientang sl peraturan-peraturan hukam daw
acguinifancest

3. sikap terhadap peraturan-peraturan hukom fegal  ateftude)
[Soekanto, 18982 ; 159)

Akhirnya produktivitas penanganan perkara pldana akan mencea.
pat hasll maksimal, jika aparat kepalisian bekerja sungguh-sungguh
seliallpun keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegja,
sesual denpan motto - "Tekad kepolistan Indonesla adalzh pengab-
dian terbaik dan stap melayanl masyarakat peneart keadilan®
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4. METODE PENELITIAN

Fenclitian ol merupakan penclittan hukwm empiris dengan lelkas
senelitian dr Polresta Fadang berdasarkan pertimbangan. Polresta
Fadang mempunval wilayah kerjla dl tbuhota Propinsl Datl ]
sutmatera Barar dengan perkara pidana membutuhkan penanganarn
dan penegakan hukum vang baik olch aparal kepolistan, Selain itu
iokasl penclitian dipilih dengan pertimbangan jumlah penduduk
cuxup padal B6T.788 jiwa |Bappedz Sumbar dan Kantor Staristk
Sumbar, 1993 ;435 Kehidupan sozlal, ekonomi dan buidaya
masvarakat helerogen yang dapat memberikan fawaban masalah
penelitlan.

Teknik pengumpulan data, untuk data sekunder dilakekan stedi
Fustaka dengan mengumpulkzn (2] bahan hukum primer berupa
undang- undang pidana, sepertt KUHP dan U No, 8 Tabun 1981.
51 baban hukum sekunder berupa tulisan miah, pendapat pakar
hukum pidana dan hasit penelitian: (o) baban hukum tertier beruna
jarnal  hukum, data kriminalitas Polda Suwmbar 199271993
1526/ 1997 dan Polresta Padang 18582/ 1993 - 1996/ 1997 (Soemitro.
15868 12)

Data primer diperoleb dengan melakukan tatap muka lergsurg
rerhacap aparat kepolisian di Folresta Padang melalul wawancara
mendalam untuk memperoleh masukan data dan informast tentang
procdurtivitas penanganan perkara pidana pada 10 sampel anggota
rolisl reserse vang dilakukan secara purposive Sdtrnpdingn

Teknlk penpgolaban dan analisis data menggunakan analisis
yurldis kualitatlf. Anallsis il dipakal untuk menganalisis data yang
Lcak dapat diukur berupa pendapat dan pandangan responden.
Data kuantitztif dianalisis dan diclah dalam bentuk tabulasi,
pemakalan stalislik non parametrik untuk data berskala onominal
‘Fatsal, 1992 : 251) dan pemecahan masalah hulum (J. Suprante,
1853+ 43) untwk mengetahur produktvitas penanganan perkara
pidana yang dijabarkan dalam bentuk uratan kualitatif,

3. HASIL DAN PEMEAHASAN

8.1. Produktivitus Penanganan Perkara Pidana Oleh Aparat Hepoli-
sian Polresta Padang.

Data kuantitatl dalam bentuk tabel adalah data kejahatan yang
dizumpulkan pibak kepolisian selama kurun waktu dma takun
B0E/ 18595 - 1096/1097), Data inl dikumpulkan berdasarkan perg.
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aduan, laporan, tertangkap tangan atau kejahatan yang diketabul
aparat kepolisian, Kemudian sebapgai perbandingan kejabatan dl
Sumatera Barat dimuat pula tabel kejahatan masing-masing Polres
vang menunjukan perkembangan kejahatan fersebur,

S.1a. Perkembangzn Kejahatan dif Propinst Datt | Sumatera Barat
dan Peluang Ancaman Kejahatan di Kodya Datl I Padang

Oata Kuantitalll kejabhatan di Sumatera Baratl dan sembilan Polres
selama lima iabun (19927 19935 190G/ 1997 menggambarkan
perkembangan kejabatan darl tabun ke tahun masing-masing Pelres
terlibial pada tabel 1 di bawah inl.

Tabel 1. Heldnalitas & Sumalera Barad 1199271093 - 19967 1997)

T 1992/98 1955/ 04 1934 /95 1955/ | 190697
iFolres) 0 I o U o O - | oF i cr | ot
Fadaig 1653 1007 1331 B8EE 77E 473 H44 434 1357 603
Pes. Selatasi 164 125 260 101 114 A3 59 a3l 156 87
Misaian P13 184 188 126 88 a4 a1 71 984 246
R0 Kata 1|5 198 179 116 118 44 a0 102 230 17D

B Fariaiman 74 =i 74 i D 43 a4 21 e G

Tanah Cratar 890 200 241 150 162 110 100 TE O dEs 294
Swl! 5 192 135 15& 1OL 13 &7 12& BB 173 121
Salok 192 134 158 B Ha B3 0 B L75 a5
Jumlal ARGS 2114 2837 185y 1683 1208 1a%4 STE O AR07 1943
Simber Cdtaerae Folda Sumbar 1997,

Claratan CT = crime tetal OO = crune clearanee

ANEZata potlsi db Swimbar sebanvak G300, Khosus reserse lergabing
dnlant tin Bung Sergap [Buzer] hanya 150

Darl tabel di acos, polres denpan jumlah kasus kejahatan
terbesar ol Sumatera Barat dalam  wakiu lima fahun it adalah
Folresta Padang. Tiap tahun Polresta Padang menghadapi kenalkan
angka kejghatan yang membuiubkan peoanganan serius. Walaupun
ada penurupan Kelahatan df bawah angka V00 kasus, tapi hanya
pada wakta tertentu (199471595 dan 1905/ 1906 setelab dilakukan
cperasl penanggulangan,  Akibatoya,  kKualitas  dan kuantltas
kefahatan untuk standar kota FPadang cukup tioggi lercermin
dengan banvaknya kasus kelahatan dan tunggakan perkara ptdana
Liap tabiun.
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Hasus kefahatan yang dihadapl oleh aparat Polresta Fadang
terbanyalk lahun 1992/ 1993 dengan crime fotal 1653 kasus dan
oriine clearance 1007 kasus serta tahun 1996/ 1997 (1357 dan 693).
sebagal perbandingan. polres vang mendudukl peringkat kedua
adalah Polres Tanah Datar, namon angka kejahatan yvang terjads
rala-rata di bawah 500 kasus Wajar saja aparat Polresta Padang
cukup slbuk menanggulangi kejahatan yang terfadl & wilavah
derjanya, [ika dibandingkan dengan pelres lain di Sumatera Barat,
seperti Polres Fadang Pariaman schagal palres terendzah dalam
menanganl kasus Kejahatan vang rata-rata lap tashun di bawah
angka 100 kasus,

Untuk  menghltung  frekuens! peluang  ancaman  kejahatan
terhadap wargs kota Padang berjumlah B67.788 fiwa tiap tahun
dapat dihitung cfime rare dengan ramus statistil kejahatan berfloust:

I
1
= — x100%
P
n = jumlzh Kelahalan
p o= jumlab penduduk
m = jumiah bulan dalam | tahan
1653
1. Tabun 199271903 = ——— o [00% = 0,25 4
G687, TEG
33l
2. Tahun 1993/1984 ¢ ——— % 100% =020 %
GG7.7EE
776
3. Tahun 1804, 08485 « ——  x100% =0, 12 %
Ga7. 78
b
4. Taluan 1985/1990 = ———— % 100% = 0,13 %
GET . VER
1357
H. Tahun 1906997 = ——  » 100% =0,20 %
GET.TRA

Darl angka peluang ancaman kejahatan yang dihadapt pendudulk
kota Padang dl atas, tiap tahun warga kola menghadapl peluang
ancaman kejahatan yang tidak sama. rata-vata 0,18%. Jika diban-



dingkan dengan lota Jakarta rala-rata tlap tahun 5,25%, Surabaya
[3.15%), Medan (2,62%) dan Ujung Pandang (1,90%)] [(Mabes Told
1593 ; 401, maka peluang ancaman Kelahatan di Padang masih kecil,
tapl bukan berart! Kuealitas kejabatan df kota inl tidak herbahaya,
harena beragamnya kefahatan yang terjadi membutuhkan fewas-
pardaan warga Kota termasuk (ndikasi besarnya tunggakan perlara
pidana yang belum diselesaikan aparat kepolisian dengan para
pelaku kejahatan yang belum berhastl ditangkap pellsL,

Tindak pidana umum atau  kejahatan vang diperiksa  oleh
Polresta Padang selama kuran waklu lima tahun ada 10 jents terdiri
dart (1), pencurian dengan pemberatan [curath (21, pencurlan
dengan kekerasan {curas| dibagi atas {(al. perampokan: (bl
pembegalan: (). penodongan: (d). peojambretan: (el perampasan,
{31, pencuslan kendaraan begmotor (puranmmor); (4), penganlayaan,
[B]. pembakaran; [Gl pembuanabin [Y pengrusakan; (8), pencu-tlan
arus liserik: (9. perkosaan dan; [10). narkotika.

B.1b. Penyvelesalnn Perkara Pidana Oleh Polresta Padang:

Penvelesajan perkara pidana oleh aparat Polresta Padang selama
lima tahun dapat diperhatikan pada tabel beeiluat 10i,

Tabel 2 © Penyelesalan Perkara Pldana di Polresta Padang
Mo Tahun Jumlah
Farkara Masuk | Perkara Selesad | Tunggakan
L. l992/1993 | 1653 oar Gd6
2, l993,/1994 | 1331 868 483
3, e 1005 TTH 474 303
4. 190571556 Bd4 a4 4140
a, 19067 1o 1367 GoE 4G4
Tocal 286] 75 2ABG
Sumber : Satserse Polresta Padang 1897, Data ackunder dislah,

Dalam waktue lma lahun aparat Polresta Padang berhasil menye-
lesafkan perkarn sebanyak 3475 kasus dar] total kejahalan 5961
kasus. Tunggakan perkara sehbanyak 2486 kasus belum berhasil
tigelesaikan. karena kesulllan menemukan tersanglka, barang bkt
dan informasi masyarakast kurang leopkap ternyata cukup bhesar
menjadl “hutang' Palresta Padang untuk segera dilmpahkan ke
Tojaksaan.
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Eilla dibitung cfearance rate secara keseluruhan darl tabel di atas
dengan rumus statistik kriminal berikut nd ;
n
W gy : fical
.o Rasus yang diselesaikan
T

R

i
=

}'_, kejardtan yang difaporkan
il

i1 = jumlzh jenis kejadian kejahatan - 10 jends keyjahatan
L jents kefadian dacd tahune 1 -5

maka diperoleh hasil sebagal beriloal |

2475

5 : %
e = —— X |00% = 58,30%
oG]

1 = 5 adalah 58,50% dari 10 jenis kejahatan dengan taraf
siginifikasl 2488 tungpakan perkara, Berartl penyelesaian perlara
Jidena dalam lima tabiun belum mencapai sassran menurunkan
angha Kejahalan. Terbukti hesarnya runggakan perkara pidana tiap
Zafian.

8.le. Tunggakan Perkara Pidana

Fropersi tunggakan perkara tiap tahun ternyata cukup besas
dihzdapt oleh aparat Polrésta Fadang dalam menangan! perkara
pidana vang dapat dilthat pada tabel berikut inl,

Tabel 3 ¢ Proporsl Tunggakan Perkara Pidana di Polrcsta Padang

mno Tabhun Perkara | Perkasa Magok | Perkors Selesag %
| 1992/1593 1653 (46 39,08
iy 18831554 1331 455 34,70
3 1004 1065 776 ana 30,05
3. 1995/ 1856 844 410 48.58
) 1505, 1957 1357 1 48,93
Total S051 485 210,43

Gumber @ Satserse Polresta Padang 15897, Dala sekunder diolah.

70



Darl tabel di alas, jika dianalisis terdapal proporsi (ungpgakan
porkara vang cukup besar tlap cabun. Dalam ma tabun Hu secara
keseluruhan terdapal lungfakan sebesar 2486 lasus atag 210,43%,
Rata-rata tunggakan perkara vaog belum berhasd diselesaikan
mencapnl 42.09% hingga membutiuhkan kerja Keras bagl aparat
Kepolisian uniuk meoyelesaikan perkara vang masuk sampal turslas,

5.1d. Darrah Rawan Kejahatarn

Kerawanan suatu daerab dari kejabatan biasaonva diakar dagl tiga
fral berikut inl -

. daerah tersebut sering lerjadi kejahatan:

2. daerah tersebut hanvak herdomisili para pelaku kejabatan  atas
residivis:

3. daerah tersehut elonnml masyarakat cukup Unggl/makomur,

Berdasarkan tiga alasan dl atas, ternyata dl Hodva Dact [1
Fadang terdapat dua kecamatan yang dianggap rawan kejzhatamn,
vaknl Padang Barat dan Padang Selalan. Pada tabel 4 dapat dilthat
indikasl kerawanan kelahatan pada tabun 1996/ 1997,

Tabel 4 @ Indikasi Daerab Bawan Kejahatan 41 Kodva Dati I Padang

ko, Wilayah Kecamatan  KHerawanan Kejahatan 190G/ 1997
1. Padang Barat - narkotila [Fara) 25

- perkelahian/penganiayaan 43

- curas [copet, jammbret) h

- PETILETELSEEL J5
2. Padang Selatan - curat 65

- pemerasan =)

Suember : Satscrae Polresta Padang 19987, Data sekuoder diolah,

Catatan 1 Perdstiwa pidana yang sering terjadi «i Padang Barat adalah
Terminal Linins Andalas dan Pasar Raya. Padang Selatan dl
Pondok, Kelenteng, Muara, Pasar Mudik:

Kedua wilayah kecamatan terschut dianggap rawan kelahatan
yang meresahkan masyarakal setempat, karena berada dl pusat
kepalan ekonomi penduduk, jumiah peodeduk yang cukup padat
dan banyak lerjadi Kefjabatan kekerasan lerbadap harta benda,
Kedua kecamatan terscbut selama inl memang merupakan senira
keglatan kola Padang yang utama yang banyak terfadt kasus
kejahatan.
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S.le. Hebijaksanzan Polresta Padang Menanggulangl Kejahatan

Kebilaksanaan Polresta Padang dalam menanggulangi kejahatan
vang terjadt di Kodva Dati [I Padang dilakukan dalam dua bentuk
tndakan, yaltu preventdd (pencegahan) meluasnyva kejahatan dan
represil {penindakan) terbadap kejshatan yang telab  terjadi
Tindakan prevenlf dilakukan dengan maksud untuk menangkal
segala Lentuk kefahatan yang bakal terjadi pada masa datang,
Jindakan represi] dilakukan untuk menindak selap pelanggaran
Aukism yang telah terfadi berdasarkan pengaduan, laporan, ataupun
kejehatan yang diketabd oleb: aparat kepollsian,

fada label bertkut i dapat dillhat bentuk tndakan yang
difakukan Polresca Padang,

Tabel 5 : Hebijaksanaan Dalam Menanggulangl Kejahatan

a0, Tindakan dilakukan  Kiat vang ditcrapkan Kelerangan
Frevenif (prnoegahan) - patroll rutln Aostdentl] tiap hariy

mialan: sesend

= merpvulubian mmasvarakat
e = hkebutuhaen

- PEnEmPEIAN angiala serse demn

- opzrast kepoilsian dan 1dem
razia :
i Beprestf ipendsdakon] - pepangkapan sesual KUTHE
— penyiiaan dan KUHAEF
- pepahanan
- prmytdilan

- pemberkasan perkara
ke kajaksann

sumber - Salserse Polresta Padang 1997, Data sekunder diclah,

Darl label di atas, tindakan penanggulangan kejahatan vang
dilakukan Polresta Padang sudab mengikuti aluran hukum yang
baku unluk menangant kejahatan vang terjadl,-batk ketentuan Folrl
mavpun hukum posiuf yang berlaku,

5.2. Kendala Penangensan Perkars Pidana Olch Aparat KEepolisiean
Polresta Padang.

Kendala yang dihadapl aparat Polresta Padang dalam menangant

perkare pldana pada bakikatova tidak dapat dilepaskan dengan
kedudukan dan poslst aparat kepollsian sebagal aparat penegak
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hukum vang paling depan dalam proses peradilan pldana. Karena
dari sinf berawa! bergulirnya suatu proses perkara pldana ke aparat
peoegak  hukum lainoya, Kemampuoan aparat kepolisian  dalam
menangan! perkara pldana akan sangat mempengaruhi penanganan
perkara pidana bagl aparat penegak hukom lammnyva,

D slsl laln, proses perkara pldana adalah dalam rangka untuk
mendapatkan dan menemukan kebenaran materiil atag secidalknya
mendekatl kebenaran materlll, Unluk mengunpgkapkan suatu tindak
pldana yang diduga ielah terfadl diperlukan beberapa  data/
informasl oleh aparal kKepollsian dalam menangani perkara pidana
vang lerjadd dengan mengajukan sejumlab perlanyaan, yaknt (1)
tindak pldana apa vang telah dilakukan tersangka; (2], Kapoan todak
pidana tu ditakukac (3) i mana Gndak pidana o dilakuakaog (4).
dengan apa tindak pldana (v dilakukan; (5). bagaimana tiodak
pidana itu diiakukan; (G), meogapa Undak pidana ftu diladoalkan dag;
(7). oElapd pelakunys.

Berdasarkan sejumlah pertanvaan ol atas, dapal dilibial betapa
beral tugas dan kewaflban aparal kepolisian dalam mengungkapkan
suatu tindak pidana dan juga untuk menyclesalkan porkara pidana
yvang sudah masul kepada mereka. Bagalmana pun juga aparal
kepolizian harus beriangguoglawab untuk meoyelesalkan perkara
Mty sampad Lentas depgan mengolah pengaduan, laporan atag
kejahatan yang diketahuinya sampai perkara pidana ilu bisa
dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan, Tentu aaja pihak aparat
hepolisian Udak menginginkan perkara e menjfadl tunggakan yang
berart! "hutang” vang harus disclesalkan kepada masyarakat,

Dari wawancara dengan [0 pelugas reserse Polresta Padang.
kendalz dibadapl aparat  keopolisian dalam menangani perkara
pidana terungkap pada tabel 6 dl bawah int

Tabel 6 @ Kendalz Dalam Penanganan Perkara Pidana

fo. Maszlah dihadapi Balk % Cukup % Hurang %

1, Bemampuan polist 1 10 [ Gk d a
menpungkapkan perkara

2. Bazana dan prasasana & il H au
yang dimilikt

4. Jumlbah personii pollst 3 o F) T

4. Hesadaran hukom masya 3 a0 ¥ T
rakat lapor kejabatan

.  BHerjasama dengan b 24 4 40 “ 40

instansl penegak hukum
laln {kejaksanani i
Hata-rata 3 ad §= LA 29 280

Data primer diclah, no= 10 polisi
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Tabel di atas memberikan gambaran babwa kendala penanganan
perdarz pudana secara kescluruhan masih banyak dialami aparat
kepolisian (290%) dalam menjalankan tugasnya, Apabila dirinc
serdasarkan ma masalah yang diajukan, ternyata kendala yang
Cthadanl bervariast. Semakin tidak memadal sarana dan prasarana
relist menyebabkan kendala dalam menjalankan tugas responden
semnarin tngglh 180%) Jumlah persenil pelisi terbalas dan kesadaran
Eukum masyarakat melaperkan kejabatan masth rendah ikut pula
menjadi kendala penvelesaizn suate perkara pidana (70%) oleh

zparal kepolisian. Meskipun begitu, kemampuan polisi dalam menja-
lanikan tugas diakuel responden cukup memadal (B0%) untek
mengungkapkan dan menyelesalkan perkara pidana di kota Padang,

Hendala utama dihadapt oleh aparat kepolisian dalam mengung-
zapkan dan melimpahkan suatu perkara pidana ke kejaksaan pada
umurmnnya terdapat dalam dua bentuk pendapat responden.

Tahel 7 : Hendala Utama Dihadapt Aparat Kepolisian

o, Kendala Utama Frekuensi %o

L. menemukan tersangka vang belem tertangkan T 70

£, menemukan barang bukd 3 20
Jumlah 14 100

Data primer dislah, n = 10 pallst.

Tabel di atas menunjukkzsn hetapa sullt menemukan teraangka
vang belum tertangkap (70%:), karena membutubkan blaya besas,
personil polist vang cakap dan waktu lama untuk menangkapnya
kemball. Polisl juga dibebankan dengan dead fine penyelesaian
perkara untuk segera dillmpabkan ke kejaksaan bersama tersangha
dan barang bukil (30%] yang cukup sullt ditemukan di Tempar
Hejadian Perkara (THP), karena dihilangkan tersangka atau masyvar-
akat vang Ingin melihat perkara plidana tersebut.

Erndala penanganan perkara pidana oleh aparat kepolistan datam
mencari ersangka yang melarikan dicl (buron) dan menemukan
barang bukti di THP merupakan penvebab belum tunlasnyva penvels.
saian perkara pidana, sehingga tidak heran, jlka masth banyak
lunggakan perkara pidana di Kantor pelist dengan tersangka dan
vzrang bukil belum dapat. diserzhlkan pada pihak kejaksaan, AkL-
batnya, tunggakan dan penvelesalan kasus kejahatan di dacrah ini
masih tinggl dan selalu terkamung-Katung sebagadmana terlibat pada
tabel 5 df atas. Sermua kasus kejahatan membutubhkan penuntasan
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segera sehagal wujud tanggungiawab aparar Polresta Padang pada
masyarakat untuk meoyelesaikannya pada masa depan,

5, KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

Dari uralan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan schagat
bertkut ¢

1. Aparat kepelistan merupakan aparal yang mendudikl posisl
paling depan menanganl perkara pidana dalam rangha penega-
kan hukum. Dapat dimaklum prodoktvitas  penanganan
perkara pidana oleh aparat kepolisian sangat berpengaruh
techadap  penyelesalan  suatu perkara pldana untuk
dettndakianfutl cleh aparat penegak hukum lainnya;

2. Produktlvitas penanganan perkara plilana oleh aparat xepelistan
dijzbarkan dalam beotuk statlstik kriminal. Statistik kriminal
dalam bhentuk angka kejahatan menunjulkkan  produktivilas
penanganan perkara pldana atau penegakan hukum oleh aparat
kepolistan dalam kurun waktu tertentu, ¥ Palresta Padang,
dalam Mma tabun (199271993 - 1996,/ 1097 terdapar 5961 kasus
masuk dan 3475 kasus vang diselesallkan, Namun belum dapat
menvelesaikan perkara pldana secara maksimal [100%), kareoa
masih terdapar tunggakan perkara scbosar 2488 Kasus yang
belum diltmpahkan ke kejaksaan dan  distdangkan oleh
Pengadilan Negerl Padarng,

3. Masih tinggloya lunggakan perkara pidana dan rendahoya
pemyvelesalan perkara vang ditangani oleh aparat kepolisian afl
dacrah int antara lain dischabkan masalah profesionaltsme
aparal kepolisian. kesngganan masyarakal alau warga kola
korban keJahatan melaporkan  Hejahatan wang  dizalamingya,
sehingga berakibal meningkatnya anpgka gelap kejahatan (fhe
dark nomber orimel dt kota ini.

4. Kendala utama vang dihadapl aparat Polresta Padang dalam
menangant perkara pldana adalab kesulitan mensmukan ter-
sangka dan mengumpulkan barang buektl i THP. Kesulitan int
disebahkan masalabk biaya, persomul pollsi yang  cakap.
terbatasnya waktu penanganan perkara ptrana dan keengganan
masyarakat memberikan bantuan kepada anggota polist dalam
melakukan penyidikan dan penangkapan tersanghka,



O SARAN

1.

(]

F

A

Diperlukan peningkatan kemampuan profesionalisme  aparal
kepolisian  dalam  mengantlsipasi dan  mengambil tndakan
terhadap segala bentuk tindak pidana mengingat kemajuan ilmu
pengetzhuan dan teknologl (ptek) maka motf dan modoes
operandi kejahatan juga semakin maju dan sullt pembuktiannya
oleh polisi. Selain ity masvarakatl perlu waspada lerhadap setiap
bentuk kejahatan vang dapat mengancam sctlap orang dan
seliap wakiu;

Diperlukan koordinasi di antara aparat penegak hukum (kepo-
Lsian, kejaksaan, pengadilan) setiap triwulan unek  dapat
menuntaskan perkara pldana yang terjadl di daerah inl.

Dibutuhkan kesungguhan anggota kepolisian untuk segera
menyvelesaikan perkara pidana vang terjadi dengan memberikan
pelavanan terbaltk agar masyarakat tidak engpan melaporkan
kerahaian vang menimpa dirtova,
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